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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 Penelitian Sebelumnya
Penulis menyajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, kemudian akan diklarifikasikan berdasarkan judul penelitian, penelitian yang dibahas, titik persamaan dan titik perbedaan mengenai penelitian terdahulu tersebut. Adapun penelitian terdahulu dengan tema Program Bantuan Pemerintah yaitu, sebagai berikut:
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	No
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	M. Arif Rachmatullah, Mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya Malang (2018) yang berjudul “Analisis Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Taman Sareh Kab. Simpang” 
	Penelitian yang dilakukan sama - sama tentang program bantuan pemerintah, dengan menggunaan metode adalah kualitatif.
	Terdapat perbedaan lokasi penelitian yaitu Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Desa Taman Sareh Kab.Simpang,
sedangkan peneliti di Desa Windujaya Kabupaten Cirebon

	2.
	Gilang Pratama, Mahasiswa FISIP Universitas Andalas Padang (2018) yang berjudul "Pemanfaatan Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) Pada Masyarakat Nagari Salayo Kec. Kubung Kab. Solok"
	Penelitian yang dilakukan sama - sama menggunakan wawancara dan membahas tentang bantuan pemerintah berupa pangan.
	Teradapat perbedaan pengambilan teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Schutz dalam (Ritzer 2003: 94) sedangkan peneliti menggunakan teori Mahmudi (2005:92)

	3.
	Ina Pratiwi, Mahasiswa FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang (2018) yang berjudul "Implementasi E-Hibah dan Bansos di Biro Kesejahteraan Raykat Provinsi Banten"
	Penelitian yang dilakukan sama - sama tentang program bantuan pemerintah, dengan menggunaan metode adalah kualitatif.
	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu berfokus pada implementasi E-Hibah, sedangkan peneliti berfokus pada Efektivitas suatu Program 

	4.
	Ade Nurkhotijah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (2018) yang berjudul "Pengaruh Penyaluran BPNT Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Grogol Kota Cilegon"
	Penelitian yang dilakukan sama - sama tentang program bantuan pemerintah, khususnya Program BPNT 
	Terdapat perbedaan lokasi penelitian yaitu Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kelurahan Grogol Kota Cilegon, sedangkan peneliti di Desa Windujaya Kab. Cirebon

	5.
	Chatarina Rusmiyati, (2018) yang berjudul “Dampak Program Keluarga Harapan Bagi Peningkat Prestasi Anak”

	Penelitian yang dilakukan sama – sama menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi
	Penelitian berfokus pada dampak program dan peningkatan prestasi anak, sedangkan peneliti berfokus pada efektivitas program dalam penanggulangan kemiskinan.



Berdasarkan tabel diatas, kelebihan penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu :
1. Penelitian penulis secara empiris berbeda locus atau lokasinya yaitu di Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
2. Penelitian terdahulu tentang bantuan pemerintah sudah banyak dilakukan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian tentang efektivitas program bantuan pangan non tunai yang menggunakan teori Budiana seperti penelitian penulis.
Berdasarkan uraian diatas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, peneliti penulis ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.

1.2 Tinjauan Pustaka
1.2.1 Konsep Perlindungan Sosial
1. Bantuan Pangan Non Tunai
Kondisi yang timbul dari masalah ekonomi, seperti kemiskinan, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dinegara-negara berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah singkat. 
Program bantuan non tunai merupakan upaya mereformasi progam subsidi rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan presiden republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran bantuan pangan non tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. 
Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran bantuan pangan secara non tunai melalui system perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteran dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, dan e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan dan pihak terkait lainnya.
Bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank. 
E-warong adalah istilah yang digunakan dalam program bantuan pangan non tunai untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh kelurga penerima manfaat, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, atau usaha eceran lainnya. Kementrian sosial menyatakan bahwa program bantuan pangan non tunai merupakan kelanjutan dari program keluarga harapan (PKH).
Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuan pangannya. Bantuan pangan dalam program bantuan pangan non tunai ini adalah beras dan telur.
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	Dasar hukum yang berkaitan adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

2. Tujuan Program Bantuan Non Tunai
Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut :
1. Mengurangi beban pengeluaran keluargaa penerima manfaat melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan 
2. Membentuk nutrisi yang seimbang kepada penerima manfaat
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pagan bagi keluarga penerima manfaat
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan 
5. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
3. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai
Manfaat Program BPNT adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

1.2.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai
1. Penerima Manfaat
Penerima Manfaat BPNT merupakan Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM). DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data. 
Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kementerian Sosial), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Daftar KPM BPNT disampaikan oleh Menteri Sosial pada setiap bulan November. Data KPM by name by address selambat-lambatnya diserahkan ke bank dua (2) minggu setelah Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan kuota program per provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Data tersebut menjadi acuan bagi Bank Penyalur untuk membukakan rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif dan penyiapan agen penyalur bantuan sesuai dengan rasio pelayanan yang memadai. 
Daftar KPM memuat informasi sebagai berikut: 
1. Nama Pasangan Kepala Keluarga (Calon Pemilik Rekening)
2. Nama Kepala Keluarga 
3. Nama Anggota Keluarga lainnya 
4. Alamat Tinggal Keluarga 
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) (jika ada) 
6. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM 
7. Kode Unik Individu dalam DT-PPFM 
8. Nama Gadis Ibu Kandung 
9. Nomor Peserta PKH 
Nama calon pemilik rekening diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga, baik sebagai Kepala Keluarga atau Pasangan Kepala Keluarga. Apabila ada perempuan dalam keluarga penerima, diperlukan surat keterangan lurah/kepala desa setempat untuk menginformasikan penggantinya saat registrasi. Kepesertaan KPM di dalam program BPNT dapat berganti karena: 
1. Meninggal dan berasal dari calon KPM beranggota tunggal
2. Berasal dari calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke Kabupaten/Kota lain
3. Berasal dari calon KPM yang menolak/mengundurkan diri sebagai KPM Tercatat ganda atau lebih.
2. Manfaat Bantuan 
Setiap KPM akan memperoleh manfaat BPNT sebesar Rp.200.000/KPM/bulan. Bantuan tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan di E-warong. Pemilihan komoditas beras dan/atau telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi.
3. Program 
Program  merupakan  pernyataan  yang  berisi  kesimpulan  dari  beberapa harapan  atau  tujuan  yang  saling  bergantung  dan  saling  terkait,  untuk  mencapai suatu  sasaran  yang  sama. Biasanya  suatu program  mencakup  seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling  bergantung  dan  saling  melengkapi,  yang  semuanya  harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan.
Menurut  Farida  (2008:  9)  mengemukakan  definisi  program  sebagai, “segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  harapan  yang  akan mendatangkan  hasil  atau  pengaruh”.  Selanjutnya  Hasibuan  (2006:  72)  juga mengungkapkan  bahwa  program  adalah suatu  jenis  rencana  yang  jelas  dan konkret  karena  di  dalamnya  sudah  tercantum  sasaran,  kebijaksanaan,  prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

4. Efektivitas Pengelolaan Program
Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. 
Menurut Julia (2010: 26)  efektivitas  program  merupakan  sebuah patokan  untuk membandingkan  antara  proses  yang  dilakukan  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang dicapai. 
Selanjutnya Abdurahmat dalam Othenk (2008:7) mengatakan, efektivitas program  adalah  pemanfaatan  sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah  pekerjaan  tepat  pada waktunya. 
Dalam  hal  ini, Budiana (2007:54)  menjelaskan   efektivitas program sebagai berikut :
a. Ketepatan Sasaran Program Yaitu  sejauh mana  pengelola  bantuan  memahami  program  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  kurang  mampu. Sehingga aturan yang telah ditentukan tidak adanya kesalahpahaman dalam pembagian bantuan maupun dalam pelaksanaannya.
b. Sosialisasi Program merupakan  kemampuan  penyelenggara  program  dalam  melakukan sosialisasi  program  kepada  masyarakat  kurang  mampu,  sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
c. Tujuan Program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan  tujuan  program  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya dan dapat tercapai  dengan  semestinya.  Sehingga  program  dapat  terlaksana dengan baik.
d. Pemantauan Program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai  bentuk  perhatian  kepada  peserta  program  dan  pengelola program.  Pemantauan  program  dilakukan  agar  dapat  melihat  sejauh mana keberhasilan suatu program dapat dilaksanakan dengan baik
5. Pengertian Efektivitas
Kata  efektivitas    berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu effective yang  berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan  efektivitas  sebagai  ketepatan  penggunaan,  hasil  guna  atau menunjang tujuan. 
Robbins (2014:  54) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat  pencapaian  dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Sedangkan    Sigit (2003:1)  mendefinisikan    dengan  empat  hal  yang  menggambarkan  tentang efektivitas, yaitu:
a. Mengerjakan  hal-hal  yang  benar,  dimana  sesuai  dengan  yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturan.
b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
c. Membawa  hasil,  dimana  apa  yang  telah  dikerjakan  mampu  memberi hasil yang bermanfaat.
d. Menangani tentang masa depan.
Kemudian Steers (2015:87) mengemukakan bahwa: Efektivitas  adalah  jangkauan  usaha  suatu  program  sebagai  suatu  sistem dengan  sumber  daya  dan  sarana  tertentu  untuk  memenuhi  tujuan  dan sasarannya  tanpa  melumpuhkan  cara  dan  sumber  daya  itu  serta  tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Adapun  Martoyo  (2010:4)  memberikan  definisi  efektivitas  sebagai berikut: Efektivitas  dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu  kondisi  atau  keadaan, dimana  dalam  memilih  tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  sarana  yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat sasaran, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.


1.2.3 Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai
1. Pesiapan Pelaksanaan
Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.
2. Penyampaian Data Penerima Manfaat
Pagu setiap wilayah penyaluran BPNT 2018 merujuk pada Keputusan Menteri Sosial selaku pengguna anggaran setelah berkoordinasi dengan Tim Pengendali tentang Penetapan Alokasi pagu bantuan pangan tahun 2018. Penyampaian data by name by address untuk Penyaluran BPNT bersumber dari DT-PPFM, yang disiapkan oleh Pokja Data dan dikirimkan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya diserahkan kepada Bank Penyalur oleh KPA di Kementerian Sosial.
3. Penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai
Proses penyaluran bantuan, terdiri dari: 
1. Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial. 
2. Bank Penyalur melakukan pemindah bukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM. Pelaksanaan pemindah bukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM dilakukan setelah rekening tersebut dinyatakan selesai proses pembukaannya oleh Bank Penyalur (sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pembukaan rekening tabungan dan uang elektronik). 
3. Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial. Rekening tersebut dapat diakses melalui Kartu Kombo.
4. Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.
5. Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial. 
6. Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali. 
7. Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
8. Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima). 
9. Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

4. Faktor – Faktor Penghambat Efektivitas Program
Namun dalam pelaksanaan efektivitas program  terdapat beberapa faktor penghambat  efektivitas  program  menurut Robbins  (2014:55)  adalah  sebagai berikut :
a. Isi  kebijakan    yang  dimaksud  dalam  isi  kebijakan  ini  yaitu  adanya  hambatan dalam isi kebijakan, dan pelaksaan isi kebijakan, pelaksana tidak begitu paham dengan isi kebijakan, kebijakan sulit dipahami dan adanya ketidakjelasan program, kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pengelola bantuan.
b. Efesiensi  waktu,  dalam  hal  ini  pelaksanaan  program  yang  tidak menentu dan pembagian bantuan yang yang tidak efektif.
c. Dukungan,  sulitnya  mendapat  dukungan  dari  semua  pihak,  dan kurangnya sarana dan prasarana. 
d. Pembagian  potensi,  tidak  disesuaikan dengan  kemampuan  yang dimiliki pengelola tidak begitu paham dengan tugas pokok dan fungsi.
Dari  definisi  diatas  mengenai  hambatan  efektivitas  program  dapat disimpulkan  bahwa  hambatan-hambatan  terdiri  dari,  isi  kebijakan,  efesiensi waktu,  dukungan,  pembagian  potensi,  dimana  dalam  hal  ini  hambatan  tersebut harus dapat teratasi agar pelaksanaan program dapat tercapai dengan semestinya.
5. Upaya Mengatasi Hambatan Efektivitas Program
Dalam pelaksanaan suatu program sering kali dihadapkan dengan berbagai hambatan yang dapat mengakibatkan suatu program tidak dapat terlaksana dengan baik. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan agar pelaksanaan suatu program dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang dikemukaan oleh Robbins (2014:55) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut :
a. Isi  kebijakan,  pertama,  isi  kebijakan  harus  mudah  dipahami  agar pelaksana  program  dapat  menjalankan  kebijakan  sesuai  dengan wewenang  atau  aturan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah.  Kedua, Harus  adanya  pemaparan  atau sosialisasi  program tentang  isi kebijakan  agar  kebijakan  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. 
b. Efesiensi waktu, dalam hal ini efesiensi waktu sangat penting dalam menjalankan program. Efesiensi digunakan untuk menilai sejauh mana tercapai atau tidaknya efektivitas program. Selain itu efesiensi waktu digunakan  pula  untuk  mengukur  proses  pelaksanaan  program  dalam hal pendistribusian bantuan.
c. Dukungan,  dalam  pelaksanaannya  program  harus  adanya  dukungan dari semua pihak dan sarana prasarana yang memadai. Agar program dapat  berjalan  dengan  baik.  Dukungan  dari  semua  pihak  akan menunjang tercapainya program.
d. Pembagian potensi, Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu program ditentukan oleh aspek pembagian potensi diantara  peran  pelaksana  yang  terlibat.  Dalam  hal  ini  pembagian potensi harus sesuai dengan kemampuan dan memahami tugas pokok dan fungsi agar dapat menjalankan program, dengan semestinya. 
Dari  uraian  diatas  maka  dapat disimpulkan  dalam  mengatasi hambatan efektivitas program, harus dapat memahami tentang isi kebijakan, harus adanya  sosialisasi  tentang  isi  kebijakan,  dalam  efesiensi  waktu,  harus  dapat menentukan waktu pelaksaan program serta harus adanya dukungan dari semua pihak agar program dapat tercapai dengan semestinya

1.3 Kerangka Pemikiran
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program ini di laksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin dan menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Semua orang mendambakan hidup berkecukupan, ada pangan, sandang dan papan. Inilah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan papan menjadi keharusan negara dan pemerintah untuk memenuhinya. Permasalahan yang terjadi pada Program BPNT khususnya pada Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon belum efektif, dimana jumlah sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut belum tepat dan terjadi adanya penundaan pendistribusian pangan tidak terjadwal.
Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : 
1. Ketepatan sasaran program yaitu berkenaan dengan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Tujuan program yaitu berkenaan dengan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Penepatan Program, yaitu berkenaan untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Selain itu, ukuran tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan arah atau tonggak-tonggak (milestone) sejauh mana tujuan organisasi tercapai.
4. Pemantuan program Berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
Efektivitas Program BPNT Dalam Penaggulangan Kemiskinan di Desa Windujaya Kec. Sedong Kab. Cirebon
(Input)



Dianalisis Menggunakan Indikator :
1. Ketetapan Sasaran Program
2. Tujuan Program
3. Penetapan Program
4. Pemantauan Program

Mahmudi (2005 : 92)
          (Input)

Feedback



Strategi BPNT di Desa Windujaya Dalam Penaggulangan Kemiskinan Tidak Efektif
	            (Output)
KPM Tepat sasaran & Pendistribusian Bansos Terjadwal
(Output)



Upaya untuk lebih memahami isi kebijakan, dan Efesiensi Penyaluran Bantuan Sosial

Hasil Efektivitas Program :
1. Program Berjalan Dengan Efektif
2. Bertambahnya E-Warong di Desa Windujaya
3. Pendistribusian Bantuan yang Terjadwal
(Outcome)





Terwujudnya pertumbuhan ekonomi di Desa Windujaya Kab. Cirebon teutama usaha mikro dibidang perdagangan
	(impact)





Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
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